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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan
Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025. Penyusunan Laporan
Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ini berisikan informasi
mengenai penetapan kinerja dan capaian tujuan/sasaran kinerja atas semua program
dan kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan
pencapaian indikator sasaran dikaitkan dengan visi, misi dan tujuan yang telah
ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian
sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dapat dijadikan
sebagai bahan evaluasi dan umpan balik terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja
bagi pembangunan Kabupaten Belitung di masa yang akan datang.

Tanjungpandan, Januari 2026
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
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Ringkasan Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025
merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung atas target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga dengan tersusunnya
laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025 dapat memberikan
informasi capaian kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025 dilakukan
terhadap sasaran kinerja dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan
realisasi kinerja. Berdasarkan rencana strategis periode 2024-2026, capaian tujuan dan
sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sampai dengan triwulan ||
meliputi persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang administrasi umum dan
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan target 90% tercapai 42,62%, persentase
capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum dengan
target 80% dengan sampai dengan triwulan Il belum tersedia, karena hasil evaluasi dari
Kementerian terkait akan dirilis pada tahun 2026, persentase capaian tujuan dan
sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan
target 100% tercapai 102,20%, persentase capaian tujuan dan sasaran daerah bidang
perekonomian dan pembangunan dengan target 100% tercapai 50% dan persentase
capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan
Pembangunan dengan target 100% tercapai 88,79%. Realisasi capaian tujuan dan
sasaran kinerja yang berpedoman pada rencana strategis tahun 2025-2029 yaitu Status
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan target 2,65 (sedang) belum
tersedia realisasinya dikarenakan menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam
Negeri, Persentase kebijakan bidang bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
yang efektif dengan target 75% (efektif) terealisasi 87,83% (efektif) atau terealisasi
117,11%, Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang efekiif
dengan target 75% (efektif) terealisasi sebesar 98,68% (sangat efektif) atau 131,57%,
dan Persentase kebijakan bidang administrasi umum yang efektif dengan terget 75
(efektif) terealisasi 98,09% (sangat efektif) atau 130,79%.

Ketercapaian kinerja tujuan dan sasaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
secara umum didukung (1) adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan serta dukungan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah(2), penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), (3) optimalisasi fasilitasi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah
garapan yang diadukan oleh masyarakat, (4) penguatan kerangka regulasi dan hukum
dimana harus memastikan adanya Peraturan Daerah, Kesepakatan Bersama, dan
Perjanjian Kerja Sama yang jelas, mengikat, dan tidak tumpeng tindih. Kerangka hukum
yang kuat memberikan kepastian dan landasan yang sah bagi pelaksanaan kerjasama
(5) transparansi dan akuntabilitas, memastikan setiap proses kerja sama dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik, (6) terbentuknya Tim Koordinasi Kerja Sama
Daerah Kabupaten Belitung, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Forum Tanggungjawab
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Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan tim clearing hause yng dapat digunakan oleh
non pelaku pengadaan untuk pengaduan/permasalahan pengadaan barang dan jasa
(7) adanya dukungan Pemerintah Pusat dalam Regulasi dan koordinasi yang baik
dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, (8), tersedianya aplikasi terkait pelaksanaan
perjanjian kerja sama (e-pekasam), aplikasi sistem informasi pelaporan dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan (si pelempang) untuk mempermudah layanan dan
pelaksanaan kegiatan, aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat untuk kemudahan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik, serta
monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah yang intensif dilaksanakan secara
berkelanjutan, (9) asistensi/Pembinaan/Pendampingan baik kepada pelaku pengadaan
(penyedia atau non penyedia) dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Belitung (termasuk didalamnya penggunaan sistem informasi
Pengadaan Barang dan Jasa), (10) mengadakan kegiatan workshop/bimbingan
teknis/sosialisasi/ataupun acara sejenis lainnya terkait proses Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah, (11) 5 (lima) agenda besar dalam gerakan Reformasi Birokrasi yaitu
percepatan reformasi birokrasi, island of integrity, manajemen berbasis kinerja,
peningkatan pelayanan publik, dan penyempurnaan peraturan perundang- undangan,
(12) koordinasi dan sinkronisasi lintas perangkat daerah guna memastikan keterpaduan
pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan, pelayanan publik serta kinerja dan
reformasi birokrasi sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain
(1) kurangnya komitmen pimpinan daerah menjadikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagai alat ukur kinerja yang strategis (2) tidak adanya Dinas
terkait yang mengurus urusan pertanahan di Pemerintah Kabupaten Belitung selain di
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, sehingga fungsi-fungsi
krusial tersebut berisiko tidak berjalan optimal, (3) kurangnya komitmen Perangkat
Daerah dalam merealisasikan rencana kerja sama, (4) koordinasi dengan perangkat
Daerah dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah kurang optimal, (5) inventarisasi data
pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kurang optimal, (6)
laporan pelaksanaan operasional dan Keuangan BUMD sering terlambat (7) masih ada
beberapa Perangkat Daerah yang belum tepat waktu dalam melakukan input ke dalam
aplikasi si pelempang, (8) beberapa indikator penilaian tidak bisa dipenuhi dalam waktu
singkat (seperti indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ serta indikator
kematangan UKBPJ), (9) beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kurang tepat
dalam menentukan metode pemilihan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP),
sehingga antara perencanaan dengan pelaksanaan berbeda (mempengaruhi skor
SiRUP yang didapat), (10) belum ditetapkannya Grand desain RB Nasional 2025-2045
dan Roadmap RB Nasional 2025-2029, (11) Perangkat Daerah belum memperbaharui
standar pelayanan dan SOP, (12) sistem perencanaan, anggaran, pelaporan dan
evaluasi belum terintergrasi, sehingga pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tidak dapat optimal.

Dalam melaksanakan program-program dalam mendukung tercapainya kinerja sasaran
strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung didukung oleh anggaran sebesar
Rp. 48.472.025.562 -terealisasi Rp.43.437.442.862,- atau 89,61%, meliputi Belanja
Operasi dengan pagu sebesar Rp. 48.230.117.942 - terealisasi Rp. 43.204.785.762,-
atau 89,58% dan Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp.241.907.620,-terealisasi
Rp. 232.657.100,- atau 96,18%.

Selain itu, capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung di dukung melalui
penghargaan yang diterima yaitu Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung pada
Tahun 2025 dengan nilai 96 dan mendapatkan peringkat pertama di tingkat Kanwil HAM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kategori Dwitungga dalam Pengelolaan Jaringan
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Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2025 dengan nilai 84, Hasil Indeks
Kualitas Kebijakan Kabupaten Belitung Tahun 2025 mendapatkan Nilai 88,67 dengan
kategori Sangat Baik dan Hasil Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Belitung Tahun
2025 mendapatkan Nilai 99,4 dengan kategori AA (Istimewa).

Berdasarkan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025,
dengan melihat faktor pendorong dan kendala yang dihadapi maka perlu dilakukan
upaya-upaya diantaranya Penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinergi antar Perangkat
Daerah, Pemanfaatan pedoman evaluasi (EPPD) dengan tujuan akhir kesejahteraan
masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan arahan
kebijakan nasional dan prinsip otonomi daerah, menjadikan capaian Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari penilaian kinerja kepala
Perangkat Daerah, penguatan koordinasi dan sinergi antar bagian dalam
menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja pelayanan, penyusunan payung hukum yang jelas,
pastikan setiap kerja sama didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama, Kesepakatan
Bersama dan Nota Kesepakatan yang rinci dan mengikat sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, peningkatakan teknologi informasi untuk meningkatkan
pencapaian kinerja, melibatkan pimpinan tinggi dalam tahap awal perencanaan kerja
sama, optimalisasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah guna mengendalikan Inflasi
di Kabupaten Belitung dengan APH dan Forkopimda, memaksimalkan koordinasi Forum
TJSLP dengan Perusahaan/BUMN untuk secara rutin menyampaikan laporan
pelaksanaan CSR/TJSLP, mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik (terutama penggunaan katalog versi 6), memaksimalkan layanan dan
dukungan (helpdesk/trainer) LPSE untuk membantu perangkat daerah ataupun penyedia
melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
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PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi diarahkan untuk membangunan
birokrasi yang professional, berintegritas, adaptif serta mampu memberikan pelayanan
yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan dan
dinamika lingkungan strategis. Upaya tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna memastikan
bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instani Pemerintah, salah satu komponen SAKIP
adalah Pelaporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga dalam rangka mengimplementasikan SAKIP maka
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berkewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagai
bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan
dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah maka dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 dengan tidak meninggalkan
perencanaan periode 2024-2026, sehingga tercipta kesinambungan di masa transisi
perencanaan pembangunan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung merupakan gambaran
kinerja secara menyeluruh yang memberikan informasi kinerja yang terukur dan
menyediakan data dan informasi sasaran strategis yang dituangkan dalam perjanjian
kinerja sehingga terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah. Selain itu penyusunan laporan kinerja ini juga bertujuan
sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kinerja periode selanjutnya, serta untuk memperkuat
komitmen instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan,
dan akuntabel (good governance).



A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat
daerah serta pelayanan administratif dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

adalah sebagai berikut:
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
c. Bagian Hukum, terdiri dari:

- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:

- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:

- Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:

a. Bagian Umum, terdiri dari:
- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
- Sub Bagian Protokol
- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
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B. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten
Belitung Didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 149 Pegawai yang terdiri dari
100 PNS, 3 CPNS dan 46 P3K (17 P3K penuh waktu dan 29 P3K paruh waktu). Rincian

jumlah pegawai berdasarkan golongan dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
Berdasarkan Pangkat/Golongan

Gol. IV 14
Gol. 1l 38
Gol. Il 4
Gol. | 0
Gol.IX 0
Gol VI 0
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Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pegawai Sekretariat Daerah terbagi menjadi
beberapa golongan, dengan golongan PNS terbanyak yaitu golongan Il sebanyak 81
pegawai atau 54,36%, kemudian golongan IV sebanyak 17 pegawai 11,41% dan golongan
Il terdiri dari 5 pegawai atau 3,36%. Sedangkan golongan P3K penuh waktu, dengan
golongan terbanyak golongan IX sebanyak 7 pegawai atau 5,85%, kemudian golongan V
sebanyak 5 pegawai atau 4,17%, golongan VIl sebanyak 4 pegawai atau 3,33% dan
golongan yang paling sedikit yaitu golongan | sebanyak 1 orang atau 0,83 %. Dan pegawai
P3K paruh waktu yang tidak memiliki golongan ruang dengan jumlah sebanyak 29
pegawai.

Tabel 1.2
Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
Berdasarkan Pendidikan

!5'41

1183 0 1 0 0 0 0
2 | S-2 8 2 0 0 0 0 10
3 | S-1 35 27 2 1 3 = 72
4 | D4 2 3 0 0 1 0 6
5 | D-3 5 7 0 0 = & 20
6 | SLTA/Sederajat 6 4 0 0 16 9 35
7 | SD 0 0 0 0 1 <4 5
Total 56 44 2 1 25 21 149
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Pada tabel 1.2 dijabarkan bahwa pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
memiliki latar belakang pendidikan mulai SD sampai dengan S-3, dengan proporsi jenjang
pendidikan S-3 sebanyak 1 orang atau 0,67%, pendidikan S-2 sebanyak 10 pegawai atau
6.71%, Pendidikan S1 terdiri dari 72 pegawai atau 48,32%, pendidikan D-4 sebanyak
5 pegawai atau 4,03%, pendidikan D-3 sebanyak 20 pegawai atau 13,42%, Pendidikan
SLTA/sederajat sebanyak 35 pegawai atau 23,49% dan pendidikan SD sebanyak
5 pegawai atau 3,36% dan

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Stuktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tertuang dalam
Peraturan Bupati Belitung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
sebagai berikut:
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Berdasarkan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 67
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, maka dapat dilihat bahwa Sekretariat
Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan)
bagian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan
berkedudukan di bawah dan bertangungjawab kepada Bupati.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan

hukum, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejaheraan

rakyat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelengarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum
dan kesejahteraan rakyat;

b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum
dan kesejahteraaan rakyat:

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan,
hukum dan Kesejahteraan rakyat;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan,
hukum dan Kesejahteraan rakyat;

e. Pematauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pemerintahan, hukum dan
Kesejahteraan rakyat;

f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan
serta sumber daya aparatur di bidang Pemerintahan, hukum dan Kesejahteraan
rakyat; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
a) Bagian Pemerintahan
Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan  Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan  Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi
Daerah. Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan
otonomi Daerah;
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penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama
dan otonomi Daerah;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama
dan otonomi Daerah;

penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah;
penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan
administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
pengoordinasian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah:

pengoordinasian administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
pengoordinasian pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran
wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;

pengoordinasian penegasan batas Daerah, kecamatan, kelurahan, dan/atau
pemindahan ibukota kecamatan;

pengoordinasian toponimi dan pemetaan wilayah;

penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;

sinkronisasi perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat Daerah,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah;
penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada camat;

penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
penghimpunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(RLPPD);

pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Organisasi Perangkat Daerah;

pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan pemilihan Bupati;
pengoordinasian proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian
Bupati

dan Wakil pengoordinasian pengusulan izin dan cuti Bupati dan Wakil Bupati;
pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum;
pengoordinasian proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan
anggota legislatif;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang
otonomi Daerah;

penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama
dalam negeri dan luar negeri;

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan naskah
kerja sama Daerah:
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aa. pelaksanaan pengolahan data kerja sama Daerah dalam negeri dan luar
negeri;

bb. pelaksanaan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama Daerah
dalam negeri dan luar negeri;

cc. pengoordinasian forum dan asosiasi pemerintah Daerah;

dd. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah dalam negeri
yang dilakukan oleh perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah;

ee. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama Daerah dalam
negeri dan luar negeri;

ff. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
dan

gg. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Bagian Kesra

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana Pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan
program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang keagamaan;

d. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan sarana peribadatan, sarana Pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

e. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan;

f. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan;

g. penyiapan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan
Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

h. penyiapan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga
keagamaan dan kerukunan umat beragama;

i. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar
lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;

j. penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi
kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan
kerja sama antar Lembaga keagamaan;
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pengoordinasian lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang
kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran
kepercayaan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;

. pengoordinasian kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran
kepercayaan;

penyiapan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat
beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran
kepercayaan;

pengoordinasian kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi
penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat
beragama dan aliran kepercayaan;

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan
aliran kepercayaan;

penyiapan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah
bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah
di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah
di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
pemerintah Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

pengoordinasian pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga,
organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat;

penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan
bantuan sosial kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan, kelompok
masyarakat;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah
di bidang kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dan kebudayaan;
penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah
di bidang kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dan kebudayaan;
penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dan
kebudayaan;

. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dan
kebudayaan serta kemasyarakatan lainnya;

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung 2025 m




Pendahuluan

bb. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan
administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;

cc. penyiapan bahan koordinasi dengan dinas terkait di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

dd. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian
kegiatan di bidang tugasnya;

ee. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
dan

ff. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

c) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di

bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum perencanaan dan penyusunan
produk hukum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di bidang
tugasnya;

c. penyiapan bahan pengoordinasian perencanaan program pembentukan
peraturan Daerah dan peraturan Bupati;

d. penyiapan bahan penyusunan produk hukum Daerah;

e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;

penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan peraturan

Daerah;

penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum Daerabh;

pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Daerah;

pelaksanaan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan

pemerintahan Daerah;

k. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan
hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah Daerah dalam
sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

|. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara
hukum;

m. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM);

n. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);

0. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara
sengketa hukum;

p. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kajian contract drafting naskah perjajian
kerja sama Daerah;
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g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan pelayanan hukum di
Daerah;

r. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi
masyarakat miskin di Daerah;

s. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum Daerah dan
peraturan perundang-undangan lainnya;

t. penghimpunan serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam
rangka pembentukan kebijakan Daerah;

u. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

v. pemberian pelayanan administrasi informasi produk hukum;

w. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum Daerah
maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

X. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi
produk hukum Daerah;

y. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan
administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;

z. penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum
Daerah;

aa. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian
kegiatan di bidang tugasnya;

bb. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
dan

cc. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan

kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi

pembangunan, dan pengadaan barang/jasa. Asisten Perekonomian dan

Pembangunan menyelengarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan

sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian
dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan
administrasi pembangunan serta pengadaan barang/jasa;

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

o
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Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah

di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum

Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam. Bagian Perekonomian dan

Sumber Daya Alam Menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

b. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerah;

c. pelaksanaan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha
Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah;

e. pengoordinasian pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan;

f. pengoordinasian dan penyiapan bahan terkait penyertaan modal pemerintah
Daerah;

g. pengoordinasian penyusunan bahan dan data serta Analisa pengembangan
pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,
perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;

h. pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan
pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,
perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan
kegiatan pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil
dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;

j- pengoordinasian penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum
pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pariwisata,
perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian,
perdagangan dan ketenagakerjaan;

[. pengoordinasian dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata,
perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian,
perdagangan dan ketenagakerjaan;

m. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan
administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;

n. pengoordinasian penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang
pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan
kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan
kehutanan;
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0. pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan
kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan
kehutanan;

p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan
kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan,
perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan
hidup dan kehutanan;

q. pengoordinasian penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum
kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan,
perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan
hidup dan kehutanan;

r. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi
dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup dan kehutanan;

s. pengoordinasian fasilitasi kegiatan dan pembinaan di bidang pertanian,
perkebunan, dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan,
energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan kehutanan;

t. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian
kegiatan di bidang tugasnya;

u. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
dan

v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah

di bidang fasilitasi penyusunan program pembangunan, pengendalian dan evaluasi

program pembangunan, dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan. Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah dalam
pelaksanaan administrasi pembangunan;

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat Daerah terkait
bidang tugas administrasi pembangunan;

c. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan pada Bagian
Adminstrasi Pembangunan;

d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di
lingkungan Sekretariat Daerah;

e. pengoordinasian penyusunan dokumen evaluasi kinerja di lingkungan
Sekretariat Daerah;

f. fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan
akses pembangunan Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah:
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